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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Yang Menyebabkan Terjadinya Perusakan Fasilitas Umum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 620/Pid.B/2022/PN.Kisaran.
Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).
Barda Nawawi Arief menyebutkan penyebab terjadinya kejahatan adalah :
0. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf (kebodohan), ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
0. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
0. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
0. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
0. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
0. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
0. Kesuitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
0. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.
0. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
0. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).[footnoteRef:2] [2:  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, hlm.44-45.] 


Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yakni faktor interen dan faktor eksteren.
1. Faktor intern
Faktor intern adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri  pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).[footnoteRef:3]Faktor intern ini dapat disebabkan antara lain : [3: Ramadhan, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya”. Jurnal Ilmu Hukum LegalOpinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2019  hlm. 4.] 

a. Faktor kepribadian pelaku
Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah lagi seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat.
Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perilaku buruk pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena karakteristik yang buruk.
b. Faktor ekonomi 
Faktor penyebab terjadinya tindak pidana diantaranya karena faktor ekonomi merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana perusakan, maka faktor ekonomi jika dilihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan.
Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya.[footnoteRef:4] [4: Kartini Kartono, Patalogi Sosial Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.74] 

Akibat sulitnya keadaan ekonomi sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu tidak secara jernih dan ditambah lagi kecemburuan sosial yang meliputi keluarga khususnya dalam pribadi pelaku sendiri sehingga mengakibatkan melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.
c. Faktor pendidikan/keluarga 
Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan dalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional). Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-nomra dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.
Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.
d. Rendahnya penghayatan agama.
Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam kehidupan umat manuisia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Walau pelaksanaan agama tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan yaitu larangan untuk melakukan  setiap kejahatan.
Ajaran agama yang dianut seseorang harus diyakini kebenarannya agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan secara pribadi yang pada akhirnya menumbuhkan keimanan yang berfungsi sebagai pengendali perilaku seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.[footnoteRef:5] [5: Ibid, hlm.45.] 

e. Rendahnya mental dan daya emosional.
Keadaan mental seseorang adalah sesuatu keadaan batin berupa cara berfikir dan berperasaan. Jika keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang.Dikaji lebih mendalam lagi maka dapat dikatakan bahwa keadaan mental seseorang itu dibangun oleh daya intelegensia ditambah dengan aturan-aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu perbuatan. Pengertian intelegensi adalah merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.
Keadaan tersebut juga turut dipengaruhi oleh daya emosional sebagai cerminan jiwa seseorang dalam menghadapi suatu masalah. Daya emosi yang terdapat dalam jiwa seseorang biasanya timbul dengan spontan serta mudah berubah (labil) serba ingin mengetahui dan mencoba sesuatu yang baru. Biasanya seoarang dewasa dalam bertindak dan berfikir secara matang dalam menghadapi suatu masalah.[footnoteRef:6] [6: Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi Suatu Pengantar, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm.66.] 

Kaitanya dengan tindak pidana perusakan fasilitas umumyang dilakukan oleh narapidana adalah bahwa orang tersebut tidak mampu menempatkan daya intelegensinya untuk menilai secara benar tentang baik buruknya perilaku yang dia lakukan. Rendahnya mental serta perasaan emosional ini mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga banyak yang terjerumus dalam kejahatan  melakukana tindak pidana perusakan fasilitas umum.
2. Faktor ekstern
Faktor ekstern adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor ekstren yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.[footnoteRef:7] [7: Ibid, hlm.67] 

Faktor ekstern ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik.[footnoteRef:8] [8: Ramadhan, Op.Cit., hlm. 5.] 

a. Lingkungan keluarga 
Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang.  Keluarga yang tidak harmonis (broken home), merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian ke dalam hal-hal yang negatif.
b. Lingkungan sosial
Lingkungan yang dimaksud di sini adalah pengertian dalam pengertian sempit, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (interaksi sosial). Sebagai akibat dari hubungan inilah kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari atau dicontoh dalam lingkungan masyarakat dimana si penjahat itu hidup/berada. Apabila seseorang dalam kehidupan sehari-harinya bergaul dengan seorang penjahat, maka kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki oleh si penjahat itulah yang ditirunya.[footnoteRef:9] [9: Ibid, hlm.7.] 

c. Faktor Kesempatan 
Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk merugikan orang lain. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Fasilitas Umum
Pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum, maka harus diberikan sanki atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan  hukum terhadap pelakunya.Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[footnoteRef:10] [10: Ibid, hlm.70.] 

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.[footnoteRef:11] [11: CST. Kansil, Op.Cit, hlm.29] 

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.
Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya. 
Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.[footnoteRef:12] [12: Soedjono Dirjdosiswono, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni: Bandung, 2013, hlm.52] 

Pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam  Pasal 406ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya :
1. Barang siapa.
Unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Muhammad Faisal Alias Paisal yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan.
Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
Bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apa bila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti.
Bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran Bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya.
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Suhendri Alias Hendrik dan Hasan melakukan pembongkaran terhadap toilet pasar di Pasar Rakyat Pagurawan tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
Bermula pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Pasar Rakyat Pagurawan, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, lalu pada saat itu melihat datang dari pihak Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara yang Terdakwa tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa mendatangi Bapak tersebut dan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Bapak tersebut untuk memindahkan toilet pasar rakyat dari depan ke belakang, namun saat itu Bapak tersebut belum menyetujui dan jika akan dipindahkan beliau meminta dikabari, namun Terdakwa sampai saat ini tidak ada memberitahukan kepada Bapak dari Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara, kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada Hasan sebagai ketua Asosiasi pedagang pada pasar tersebut namun Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada Bapak dari Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Hasan ada memberitahukan kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara, namun saat itu Hasan menyetujuinya dengan berkata kepada Terdakwa “buatlah, namanya mau berbuat baik.
Kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan sedang duduk didalam pasar rakyat tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa tersebut untuk membantu Terdakwa  membongkar pintu toilet pasar dengan cara menghancurkan dinding tembok pada pasar tersebut dengan Terdakwa memberikan uang atau upahnya setiap selesai kerja, kemudian besoknya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan dengan membawa alat berupa palu besar, martil dan pahat lalu bersama-sama menghancurkan tembok tersebut dan pada saat itu melakukannya cukup satu hari, lalu kedua pintu toilet tersebut sudah terbongkar dan pintunya dibawa kebelakang ditempatkan ditempat yang baru, setelah sampai ditempat yang baru Terdakwa bersama dengan Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan juga membangunnya untuk toilet tersebut hingga 3 (tiga) hari namun sampai saat ini belum selesai dikarenakan Terdakwa tidak ada uang.
Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dalam menghancurkan dinding tembok pada toilet Pasar Rakyat tersebut, namun Terdakwa ada mendapat ijin dari Hasan yaitu Asosiasi pedagang pada Pasar Rakyat. Awalnya Terdakwa meminta ijin dari Hasan dan menurut Terdakwa tidak ada kepentingannya dan Hasan tersebut selama ini kenal baik sama Terdakwa.
Terdakwa ada memberikan upah kepada Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan pembongkaran karena perlu pintu toilet tersebut untuk dipindah ke toilet belakang, dan setahu Terdakwa bangunan dinding tembok pada toilet tersebut adalah tempat umum pada Pasar Rakyat Pagurawan. Peran Terdakwa adalah memukul dengan palu dan martil menggunakan pahat secara bergantian dengan Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan.
Sebab Terdakwa ingin menambah penghasilan sebagai Terdakwa penjaga toilet dan jika toilet tersebut tetap didepan Terdakwa merasa kesal karena penghasilan Terdakwa berkurang. Supaya penghasilan Terdakwa mencukupi dari menjaga toilet umum, karena jika didepan warga atau pembeli atau pedagang tidak mau membayar atau tidak mau buang air kecil atau besar di toilet yang Terdakwa rusak tersebut. Selain Terdakwa penjaga toilet pada pasar tersebut, Terdakwa juga sebagai ketua SPSI. Menurut Terdakwa tidak bisa digunakan kembali karena batu dindingnya sudah hancur dimartil atau dipalu.
Tembok yang sudah Terdakwa Bersama dengan Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan hancurkan diberikan kepada pedagang yang membutuhkan, namun Terdakwa bersama dengan Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan meminta upah dalam pengangkatan batu tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan, pihak Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang laintelah terpenuhi.
Terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang, sehingga akibat perbuatannya maka terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Dalam Memutus Perkara Pengrusakan Fasilitas Umum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 620/Pid.B/2022/PN.Kisaran
1. Kronologis Kasus
Terdakwa dalam kasus ini adalahMuhammad Faisal Alias Paisal  bersama-sama dengan Sdr. Hendri (belum tertangkap), Sdr. Hasan (belum tertangkap) dan Sdr. Zulham (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Pasar Rakyat Pagurawan Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, 
Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Faisal Alias Paisal dengan cara pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendri (belum tertangkap), Sdr. Hasan (belum tertangkap) dan Sdr. Zulham (belum tertangkap) sedang duduk di Pasar Rakyat Pagurawan Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Hendri (belum tertangkap), Sdr. Hasan (belum tertangkap) dan Sdr. Zulham (belum tertangkap) untuk membongkar pintu toilet Pasar Rakyat Pagurawan dengan cara menghancurkan dinding tembok pasar tersebut dengan imbalan upah, lalu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendri (belum tertangkap), Sdr. Hasan (belum tertangkap) dan Sdr. Zulham (belum tertangkap) datang ke Pasar Rakyat Pagurawan sambil membawa alat berupa palu besar, martil dan pahat, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendri (belum tertangkap), Sdr. Hasan (belum tertangkap) dan Sdr. Zulham (belum tertangkap) menghancurkan tembok toilet Pasar Rakyat Pagurawan hingga toilet tersebut hancur.
Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendri (belum tertangkap), Sdr. Hasan (belum tertangkap) dan Sdr. Zulham (belum tertangkap) tidak ada mendapat izin dari Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara untuk menghancurkan toilet Pasar Rakyat Pagurawan.  Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Dakwaan Penuntut Umum.
Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif yaitu :
a. Perbuatan para Terdakwa  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
b. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum
Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran sebagai berikut :
a. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Faisal Als Paisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Faisal Als Paisal dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
c. Menetapkan barang bukti berupa:
1) 1 (satu) buah martil bergagang warna hijau;
2) 1 (satu) buah martil bergagang kayu;
3) 1 (satu) buah pahat bergagang besi;
4) Pecahan batu bangunan toilet;
Dirampas untuk dimusnahkan;
d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Fakta Hukum
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Suhendri Alias Hendrik dan Hasan melakukan pembongkaran terhadap toilet pasar di Pasar Rakyat Pagurawan tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
b. Bermula pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Pasar Rakyat Pagurawan, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, lalu pada saat itu melihat datang dari pihak Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara yang Terdakwa tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa mendatangi Bapak tersebut dan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Bapak tersebut untuk memindahkan toilet pasar rakyat dari depan ke belakang, namun saat itu Bapak tersebut belum menyetujui dan jika akan dipindahkan beliau meminta dikabari, namun Terdakwa sampai saat ini tidak ada memberitahukan kepada Bapak dari Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.
c. Pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada Hasan sebagai ketua Asosiasi pedagang pada pasar tersebut namun Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada Bapak dari Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Hasan ada memberitahukan kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara, namun saat itu Hasan menyetujuinya dengan berkata kepada Terdakwa “buatlah, namanya mau berbuat baik”.
d. Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan sedang duduk didalam pasar rakyat tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa tersebut untuk membantu Terdakwa membongkar pintu toilet pasar dengan cara menghancurkan dinding tembok pada pasar tersebut dengan Terdakwa memberikan uang atau upahnya setiap selesai kerja.
e. Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan dengan membawa alat berupa palu besar, martil dan pahat lalu bersama-sama menghancurkan tembok tersebut dan pada saat itu melakukannya cukup satu hari, lalu kedua pintu toilet tersebut sudah terbongkar dan pintunya dibawa kebelakang ditempatkan ditempat yang baru;
f. Setelah sampai ditempat yang baru Terdakwa bersama dengan Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan juga membangunnya untuk toilet tersebut hingga 3 (tiga) hari namun sampai saat ini belum selesai dikarenakan Terdakwa tidak ada uang
g. Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dalam menghancurkan dinding tembok pada toilet Pasar Rakyat tersebut, namun Terdakwa ada mendapat ijin dari Hasan yaitu Asosiasi pedagang pada Pasar Rakyat.
h. Awalnya Terdakwa meminta ijin dari Hasan dan menurut Terdakwa tidak ada kepentingannya dan Hasan tersebut selama ini kenal baik sama Terdakwa;
i. Terdakwa ada memberikan upah kepada Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
j. Terdakwa melakukan pembongkaran karena perlu pintu toilet tersebut untuk dipindah ke toilet belakang, dan setahu Terdakwa bangunan dinding tembok pada toilet tersebut adalah tempat umum pada Pasar Rakyat Pagurawan.
k. Peran Terdakwa adalah memukul dengan palu dan martil menggunakan pahat secara bergantian dengan Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan.
l. Sebab Terdakwa ingin menambah penghasilan sebagai Terdakwa penjaga toilet dan jika toilet tersebut tetap didepan Terdakwa merasa kesal karena penghasilan Terdakwa berkurang.
m. Supaya penghasilan Terdakwa mencukupi dari menjaga toilet umum, karena jika didepan warga atau pembeli atau pedagang tidak mau membayar atau tidak mau buang air kecil atau besar di toilet yang Terdakwa rusak tersebut.
n. Selain Terdakwa penjaga toilet pada pasar tersebut, Terdakwa juga sebagai ketua SPSI 
o. Menurut Terdakwa tidak bisa digunakan kembali karena batu dindingnya sudah hancur dimartil atau dipalu. Batu tembok yang sudah Terdakwa bersama dengan Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan hancurkan diberikan kepada pedagang yang membutuhkan, namun Terdakwa bersama dengan Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan meminta upah dalam pengangkatan batu tersebut.
p. Setahu Terdakwa dibawa oleh Suhendri Alias Hendrik kerumahnya dan 2 (dua) martil dan 1 (satu) pahat tersebut saat ini sudah di Kantor Polisi.
q. Akibat perbuatan Terdakwa, Suhendri Alias Hendrik, Zulham dan Hasan, pihak Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Putusan.
Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Kisaran memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut :
a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal Alias Paisal tersebut diatas telah terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
b. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
e. Menetapkan barang bukti berupa:
1) 1 (satu) buah martil bergagang warna hijau;
2) 1 (satu) buah martil bergagang kayu;
3) 1 (satu) buah pahat bergagang besi;
4) Pecahan batu bangunan toilet;
Dirampas untuk dimusnahkan;
f.  Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

6. [bookmark: _Hlk139982444]Analisis Kasus Putusan Pengadilan Kisaran Nomor 620/Pid.B/2022/PN Kisaran
Hakim merupakan mahkota dan puncak dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang hakim yang bersangkutan. Hakim dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.[footnoteRef:13] [13:  Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana, UMM Press, Malang, 2019,hlm.  90.] 

 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapatdikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.[footnoteRef:14] [14: Ibid, hlm. 91] 

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harussaling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.[footnoteRef:15] [15: Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.125] 

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”
Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini. 
Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:16] [16: Ibid, hlm.125.] 

Hakim dalam upaya membuat putusanmempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.[footnoteRef:17] [17: Ibid, hlm.126.] 

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan: 
a. Pertimbangan yuridis
b. Pertimbangan non yuridis.[footnoteRef:18] [18:  Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.  65.  ] 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.[footnoteRef:19] Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya: [19: Ibid, hlm. 66.] 

a. Dakwaan jasa penuntut umum
Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.[footnoteRef:20] Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).  [20: Ibid, hlm. 67.] 

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja tetapi jika lebih dari satu perbuatan maka dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. 
Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”. Surat dakwaan subsideritas ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Subsidair disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti (Whit the alternative of) dengan maksud dakwaan subsidair menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidair.[footnoteRef:21] [21: Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Jakarta,2014, hlm.142.] 

b. Tuntutan pidana
Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.[footnoteRef:22] Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. [22: Tambah Sembiring, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri, USU Press, Medan, 2013, hlm.59] 

c. Keterangan saksi
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.[footnoteRef:23] Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium.[footnoteRef:24] [23: Ibid, hlm. 60]  [24: Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2017, hlm.169  ] 

d. Keterangan terdakwa
Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.[footnoteRef:25] Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. [25: Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2018, hlm.25  ] 

e. Barang bukti
Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.[footnoteRef:26]Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.[footnoteRef:27] [26:  Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.20.]  [27:  Ansori Sabuan, Hukum Acara Pidana,  Angkasa, Bandung, 2015, hlm.182] 

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di  sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.[footnoteRef:28] [28: Ibid, hlm.183] 

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana pencurian ternak, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.
Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penajara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :[footnoteRef:29] [29: Ibid, hlm.155] 

1. Alasan yang meringankan : 
a. Belum pernah dihukum atau residivis. 
Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.
b. Sopan dalam persidangan. 
Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati smua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.
c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan. 
Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.
d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya. 
Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyasali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Alasan yang memberatkan :
a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. 
Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana pencurian ternak. Terjadinya tindak pidana perusakan fasilitas umum akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana perusakan fasilitas umum. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.
b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan. 
Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.
c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir). 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.
Kasus tindak pidana perusakan fasilitas umum yang dilakukan terdakwa berdasarkan putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN. Kissaran yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:
1. Hal yang meringankan adalah :
a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
b. Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
c. Terdakwa sudah memulihkan kerusakan yang ditimbulkan;
d. Terdakwa belum pernah dihukum;.
2. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
		Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan fasilitas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. 
Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebutlah hakim menjatuhkan putusan tersebut.
Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum telah sesusi atau sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Kismenurut penulis seharusnya lebih berat sebab tindak pidana perusakan fasilitas umumsangat meresahkan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis kurang setuju  dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perusakan terhadap fasilitas umum yang dilakukan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang tetapi penulis setuju dengan penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP oleh  hakim hanya saja hukumannya masih terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 107 ayat (1) KUHP yaitu Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa oleh karena terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan, maka  menurut penulis pertimbangan tersebut sudah tepat sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan.
Menurut penulis Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Kisyang menjatuhkan terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan putusan yang sangat sesuai. Dari sini pertimbangan hakim memang mengedepankan asas fungsi sosial dalam memutus sebuah perkara karena merusa dengan cara melawan hukn fasislitas gedung/ruagan lembaga pemasyarakatan merupakan perbuatan melawan hukum.
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